
GUBERNUR GORONTALO

PERATURANGUBERNUR GORONTALO

NOMOR TAHUN2024

TENTANG

PERATURANPELAKSANAANPERATURANDAERAHPROVINSI GORONTALO
NOMOR6 TAHUN2023 TENTANGPENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 14

ayat (4), Pasal 40, Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi

Gorontalo Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun

2023 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);
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5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapakali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6841);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2022 Nomor238, TambahanLembaranNegara

Republik IndonesiaNomor6841)menjadi Undang-undang;

7. PeraturanPemerintahNomor24 Tahun 2019 tentang Pemberian

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (LembaranNegara

Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor63 TambahanLembaran

NegaraRepublik IndonesiaNomor6330)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

PenyelenggaraanPerizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Kemudahan,

Pelindungan, Dan PemberdayaanKoperaasiDan Usaha Mikro,

Kedl, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

IndonesiaNomor6619);

11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik

IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah

denganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor 120Tahun 2018

tentang PerubahanAtas PeraturanMenteri DalamNegeriNomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 25 Tahun 2021 tentang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023

tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusaha (LembaranDaerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNURTENTANGPERATURANPELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo

2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

4. Delegasiadalah pelimpahan Kewenangandari Badan dan/atau

PejabatPemerintahanyang lebih tinggi kepada Badan dan/atau

PejabatPemerintahanyang lebih rendah dengantanggungjawab

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

delegasi

5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah

kegiatan penzman berusaha di daerah yang proses

pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan

sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara

terpadu dalam satu pintu.

6. Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selanjutnya disingkat DPMPTSPadalah Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi

kewenangandaerah.
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

PelayananTerpaduSatu Pintu.

8. PenyelenggaraanNon Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu

dalamsatu pintu dan satu tempat.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankanusahadan/ atau

kegiatannya.

10.PelayananTerpaduSatu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP

adalahpelayanansecaraterintegrasidalamsatu kesatuanproses

dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap

penyelesaianproduk pelayananterpadu satu pintu.

11.Perangkat Daerah teknis adalah perangkat daerah yang

mengelola pelayanan penzman dan non perizinan

sektoral/teknis.

12.Risikoadalahkemungkinanuntuk terjadinyakerugiandari suatu

bahayaatau kombinasi kemungkinandan akibat bahaya.

13.Perizinan berusahaberbasis risiko adalah perizinan berusaha

berdasarkantingkat risiko kegiatanusaha.

14.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Berbasis Risiko atau Online Single Submission -Risk Based

Approac yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah sistem

PerizinanBerusahayang diterbitkan oleh LembagaOSSuntuk

dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur,

bupati/walikota kepadapelaku usaha melalui sistemelektronik

yangterintegrasi.

15. Gorontalo Online Single Submission Oke (GOSSO)adalah platform

digital/ sistemyangdisediakanolehPemerintahProvinsiGorontalo

untuk mempermudahprosesperizinan usaha dalammendukung

pelaku usaha lokal maupun investor denganmenyederhanakan

prosespenzman.

16.Nonperizinanadalahpemberiandokumenatau bukti legalitasatas

sahnya sesuatu kepadaseseorangatau sekelompokorang dalam

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya

disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan

ekonomiIndonesiayangmenghasilkanproduk/ output baik berupa

barangmaupunjasa, berdasarkanlapanganusaha/Bidang Usaha

yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi,



integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraanstatistik.

18.Standar Pelayananadalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraanpublik dan acuan penilaian kualitas

sebagai kewajiban dan janji penyelenggarakepada masyarakat

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau, dan terukur.

19.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraanaktivitas organisasi,bagaimanadan kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapadilakukan.

20. Norma,standar, prosedur dan kriteria yang selanjutnya disingkat

NSPK adalah pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah yang

memastikan konsistensi dan kualitas dalam penyelenggaraan

pemerintahandan pelayananpublik.

21. PenanamanModaladalahsegalabentuk kegiatanmenanammodal,

baik oleh penanammodal dalam negeri maupun penanammodal

asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia.

22. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari

PemerintahDaerahkepadaMaasyarakatdan/atau Investoruntuk

mempermudahsetiapkegiataninvestasidan untuk meningkatkan

investasidi Daerah.

23. PemberianKemudahanadalah penyediaanfasilitas non fiskal dari

PemerintahDaerah KepadaMasyarakatdan/atau Investor untuk

mempermudahsetiapkegiataninvestasidan untuk meningkatkan

investasidi Daerah.

24. Modal adalah assetdalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang

bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai

nilai ekonomis.

25. Investor adalah penanammodal perseoranganatau badan usaha

yang melakukan penanamanmodal yang dapat berupa penanam

modal dalam negeridan penanammodal asing.

26. Masyarakatadalahorangatau sekelompokorangyang merupakan

warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

27. PajakDaerahadalahkontribusi wajib kepadadaerahyangterutang

olehorangpribadi atau badanyangbersifatmemaksaberdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnyakemakmuran rakyat.



28. Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orangpribadi atau badan.

Pasa12

Ruanglingkup pengaturandalam PeraturanGubernur ini meliputi :

a. pendelegasiankewenangan;

b. tata cara pengelolaanpengaduan;

c. jenis, prosedur dan metodepenyelenggaraanPTSPyang bersifat

inovatif;dan

d. tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan kepada

masyarakatdan investor.

BAB II

PENDELEGASIANKEWENANGAN

Pasa13

(1) Kewenangan DPMPTSPmeliputi seluruh urusan pelayanan

perizinan dan non perizinan yang didelegasikanoleh pemerintah

dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Gubemur sebagaimanadimaksud padaayat (1)mendelegasikan

wewenang penyelenggaraanpelayanan dan penandatanganan

perizinan dan non perizinan kepadaKepalaDinas yangmeliputi :

a. perizinan berusahaberbasisrisiko ber KBLI;

b. perizinan berusahaNonKBLI;

c. perizinan non berusahaNonKBLI; dan

d. non penzman.

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem aSS-RBAyang

dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran

perizinan berusahaberbasisrisiko.

(4) Perizinanberusaha Non KBLI sebagaimanadimaksud pada ayat

(2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan

berusahauntuk menunjangkegiatanusaha.

(5) PerizinanNon berusaha Non KBLI sebagaimanadimaksud pada

ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan diluar penzman berusaha



berbasisrisiko.

(6) Non perizinan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d,

dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat

dan/ atauPemerintahDaerahsesuaistandaryangditetapkanoleh

Pemerintah.

Pasal4

(1) Jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non

perizinan yangdidelegasikankepadaKepalaDinas sebagaimana

dimaksuddalamPasal3 ayat (2) , terdiri atas sektor :

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. lingkungan hidup dan kehutanan;

d. energidan sumberdayamineral;

e. perindustrian;

f. perdagangan;

g. pekeIjaanumum dan perumahan rakyat;

h. transportasi;

i. kesehatan,obat danmakanan;

j. pendidikandan kebudayaan;

k. pariwisata;

1. pos, telekomunikasi,penyiaran,dan sistemdan transaksi

elektronik;

m.ketenagakeIjaan;dan

n. Koperasidan UsahaMikro, Kecildan Menengah.

(2) Rincian jenis pelayananperizinan berusahaberbasis risiko dan

non perizinan yang didelegasikansebagaimanadimaksud pada

ayat (1)ditetapkandenganKeputusanGubemur.

Pasal5

Dalam rangka menunjang kelancaranpelayananperizinan berusaha

berbasisrisiko dan non perizinan,dibentuk tim teknis sesuaidengan

kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah

terkait.

Pasal6

Dalam menyelenggarakanpelayanan penzman berusaha berbasis

risiko dan non perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5,

Dinas berkoordinasi denganPerangkatDaerah teknis terkait.



Pasa17

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal3 ayat (2), KepalaDinas berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan penzman berusaha

berbasisrisiko dan non perizinan kepadamasyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat

Daerah yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis

risiko dannon perizinanyangbaik yangpadasaat dan pasca

diterbitkan;

c. menyusun NSPKuntuk masing-masingperizinan berusaha

berbasis risiko dan non perizinan serta memproses

penetapannya seSUaI dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;dan

d. melaporkan pelaksanaan penzman dan non penZlnan

secaraberkala dan/atau secarainsidentil kepadaGubernur

dengan tembusan kepadaPerangkatDaerahyang terkait.

(2) NSPKsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan

denganKeputusanGubernur.

BABIIl

TATACARAPENGELOLAANPENGADUAN

Pasa18

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari

manajemen Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dalam

melaksanakanpelayananPerizinanBerusaha.

(2) Pengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada

ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak

diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

(3) Pengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada

ayat (2)dilaksanakandengantahapan:

a. menerimadan memberikan tanda terima;

b. memeriksakelengkapandokumen;

c. mengklasifikasidan memprioritaskanpenyelesaian;

d. menelaahdan menanggapi

e. menatausahakan;

f. melaporkanhasil; dan

g. memantaudan mengevaluasi;

(4) Durasi waktu pengelolaanpengaduan sebagaimanadimaksud

padaayat (2)terintegrasi dalam sistemOSS.



Pasa19

(1) Pelaksanaanpengelolaanpengaduan masyarakat dilaksanakan

melalui:

a. layanan pengaduan langsung melalui loket layanan

pengaduan;dan

b. layanan pengaduantidak langsungmelalui media elektronik

dan non elektronik antara lain surat aduan, formulir

pengaduan, kotak pengaduan, telephone, panggilan video,

email, website,whatsapp, sp4nlapor, dan fasilitas pengaduan

eletronik lainnya.

(2) Pelaksanaanpengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas

pengadujkuasa sertamelapirkan dokumenpendukungyang sah.

(3) Pelaksanaanpengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana

padaayat (2)terintegrasi dalamOSS.

(4) Bagan alur Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat

sebagaimanadimaksud padaayat (1)tercantum dalam Lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubemur ini.

BABIV

JENIS,PROSEDURDANMETODEPENYELENGGARAANPELAYANAN
TERPADUSATUPINTUYANGBERSIFATINOVATIF

BagianKesatu
Jenis PenyelenggaraanPTSP

Pasal10

PenyelenggaraanPTSPdi daerah dapat dilakukan penyederhanaan

untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang

meliputi jenis pelayananPerizinandan Nonperizinan.

Pasal11

Jangka waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) DalamPenyelenggaraanPTSPwajib diterapkan etika pelayanan.

(2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan sikap aparatur penyelenggaradalam pelaksanaan

pelayananPerizinandan Nonperizinan.
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Pasal13

(1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

meliputi:

a. disiplin;

b. cepat;

c. tegas;

d. sopan;

e. ramah dan simpatik;

f. adil/tidak diskrimatif;

g. terbuka danjujur;

h. loyal;

1. sabar;

J. kepatuhan;

k. teladan;

1. komunikatif;

m.kreatif;

n. bertanggungjawab;dan

o. obyektif

(2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam

kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara

pakaian dinas, tertib berbicara dalam batasetika danmoralitas

sertatidak melanggarketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Cepat sebagaimana dimaksud pad?- ayat (1) huruf b

dilakukan dengancaramenyelesaikanberbagaiurusan pelayanan

publikyang menjadikewajibandan tanggungjawabpenyelenggara

pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah

ditentukan.

(4) Tegassebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf cdilakukan

dengancara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi,

korupsi dan nepotismedalambentuk apapunyangterkait dengan

pelayananPerizinandan Nonperizinan.

(5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan dengancaratingkah laku yangbaik danberbicarayang

wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat

melayanipenggunajasa layananPerizinandan Nonperizinan.

(6) Ramahdan simpatik sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf

e dilakukan dengancara berbudi bahasayangmenarik, bertutur

kata yangmanis dan perbuatanyangmenyenangkan dalam

melaksanakan pelayananPerizinandan Nonperizinan.

(7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud padaayat (1)
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huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang

samaterhadappenggunalayanan.

(8) Terbuka dan jujur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g

dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi,

data dan prosespelayananyangjelas dan benar.

(9) Loyal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan

dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib

melaporkansecaracepatdan benar kepadaatasanterkait dengan

pelaksanaanpelayanan.

(10) Sabar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan

dengan cara menahan emosi manakala mendengar

pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang

menymggungperasaan.

(11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,

dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar

operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasanpara

penggunajasa layananPerizinandan Nonperizinan.

(12) Teladansebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf k, dilakukan

dengancaramemberikancontohperilaku yangbaik kepadarekan

kerja maupun kepadapara penggunajasa layanan Perizinandan

Nonperizinan.

(13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1,

di1akukandengancara berkomunikasi secaraefektif dengan para

pengguna jasa 1ayananpada saat memberikan pe1ayanan

Perizinandan Nonperizinan.

(14) Kreatif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf m, di1akukan

dengan cara me1akukan inovasi yang konstruktif dan

produktif untuk mempercepat dan mengoptima1kan

pe1aksanaanpe1ayananPerizinandan Nonperizinan.

(15) Bertanggungjawabsebagaimanadimaksud padaayat (1)hurufn,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(16) Objektif sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf 0, di1akukan

dengancara tidak memihakkepadasalahsatu dari penggunajasa

layanan Perizinandan Nonperizinan.

KEPALA BIRO
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BagianKedua
Prosedurdan MetodePenyelenggaraanPTSP

Pasal14

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2),penyelenggaraanpelayanan Perizinandan

Nonperizinanoleh Dinasmeliputi:

a. penerimaandanl atau penolakanberkas permohonan;

b. penerbitan dokumenizin dan nonizin;

c. penyerahan dokumenizin dan nonizin; dan

d. pencabutan dan pembatalandokumenizin dan non 1zm.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

wajib menyusun, menetapkan, dan

menerapkan:

a. standar pelayanan;dan

b. standar operasionalprosedur.

Pasal 16

KomponenStandar Pelayanansebagaimanadimaksud dalam Pasal

15huruf a paling sedikit meliputi:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme,dan prosedur;

d. jangka waktu penyelesaian;

e. biaya/tarif;

f. produk pelayanan;

g. sarana, prasarana, danl atau fasilitas;

h. kompetensipelaksana;

1. pengawasaninternal;

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakansesuai dengan StandarPelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan dalam bentuk

komitmenuntuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,

dan risiko keragu-raguan;dan

n. evaluasikinerja pelaksana.

KEPALA BIRO
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Pasal 17

KomponenStandar Operasional Prosedur sebagaimanadimaksud

dalamPasal 15huruf b meliputi :

a. nomor StandarOperasionalProsedur;

b. tanggal pembuatan;

c. tanggal reVlSl;

d. tanggal pengesahan;

e. disahkan oleh;

f. nama StandarOperasionalProsedur;

g. dasar hukum;

h. kualifikasi pelaksana;

1. keterkaitan;

J. peralatan dan perlengkapan;

k. peringatan;

1. pencatatan dan pendataan;

m. uraian prosedur;

n. pelaksana;

o. kelengkapan;

p. waktu; dan

q. output.

Pasal 18

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan, Dinaswajib menerapkanmanajemenPTSP.

(2) ManajemenPTSPsebagaimanadimaksudpada ayat (1)meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaanpengaduanmasyarakat;

c. pengelolaaninformasi;

d. pengawasaninternal;

e. penyuluhan kepadamasyarakat;dan

f. pelayanankonsultasi.

Pasal 19

(1) PelaksanaanpelayananPerizinandan Nonperizinanpada PTSP,

dengan tahapan paling sedikit meliputi:

a. menerima dan memverifikasiberkas permohonan;

b. memberikantanda terima kepada pemohon;

c. menolak permohonan izin dan/ atau nonizin yang tidak

sesual denganketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memprosesdan menerbitkan dokumen izin dan/ atau
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non1zm;

e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen 1zm

danj atau nonizin; dan

f. menyerahkan dokumen izin danj atau nonizin yang telah

selesai kepada pemohon.

(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai

yang ditugaskan pada kantor depanj front office.

(3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c sampai denganhuruf e, dilakukan oleh pegawai yang

ditugaskan pada kantor belakangj back office.

(4) Penyerahan dokumen 1zm danj atau nomzm

kepada pemohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

huruf f, ditembuskan kepada PerangkatDaerah terkait.

Pasal 20

Kantor depanj Front office sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) merupakan penerima berkas permohonan izinjnon

penzman yang sudah memenuhi persyaratan selanjutnya

melalukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 21

Back Office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)

merupakan pemrosesizin yang telah diverifikasi oleh petugasfront

office.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mulai dari

tahap menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai

dengan tahap penyerahan dokumen dilakukan secaraterpadu

satu pintu.

(2) Proses pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk satu jenis Perizinan dan

Nonperizinan tertentu atau paralel.

(3) Dalam hal proses penerbitan Perizinandan Nonperizinanperlu

pemeriksaan teknis di lapangan danj atau rekomendasi,

dilakukan oleh tim teknis.
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Pasal23

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)yang tidak termasuk dalam sistem

OSSdilaksanakan menggunakanaplikasi GOSSO.

Pasal 24

Pelaksanaan pelayananPerizinandan Nonperizinan tidak dipungut

biaya oleh Dinas.

BABV

TATACARAPEMBERIANINSENTIFDANATAUKEMUDAHANKEPADA

MASYARAKATDANINVESTOR

BagianKesatu

Kriteria PemberianInsentif dan/ atau PemberianKemudahan

KegiatanBerusaha

Pasal25

Pemerintahdaerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan

investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor sesuai

kewenangannya.

Pasal26

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal

dilakukan berdasarkanprinsip:

a. kepastian hukum;

b. kesetaraan;

c. transparansi;

d. akuntabilitas;dan

e. efektif dan efisien.

Pasal27

Pemberianinsentif dan/ atau pemberiankemudahan diberikan kepada

masyarakat dan/ atau investor yangmemenuhi kriteria :

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat;

b. menyeraptenagakerja;

c. menggunakansebagianbesar sumber daya lokal;

d. memberikankontribusi bagi peningkatan pelayananpublik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik
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regionalbruto;

f. berwawasanlingkungan dan berkelanjutan;

g. pembangunaninfrastruktur;

h. melakukan alih teknologi;

1. melakukan industri pionir;

J. melaksanakankegiatanpenelitian, pengambangandan inovasi;

k. bermitra denganusaha mikro, kecil, atau koperasi;

1. industri yang menggunakanbarang modal, mesin, atau peralatan

yang diproduksi di dalam negari;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas

nasional dan/atau daerah;dan/atau

n. berorientasiekspor.

Pasal28

Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal27 huruf a, berlaku

bagi badan usaha atau penanammodal/investor yang menimbulkan

dampak penggandadi daerah.

Pasal29

(1) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimanadimaksud

dalam Pasal27huruf b merupakanperbandinganantarajumlah

tenagakerja lokal denganjumlah tenagakerja yang dipekerjakan.

(2) Penggunaan tenaga kerja Indonesia dari luar Daerah perlu

menggunakanpenempatantenagakerja antar kerja antar daerah.

(3) Tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar Daerah dibedakan

berdasarkandata alamat Kartu Tanda Penduduk.

Pasal30

Kriteria menggunakansebagianbesar sumberdayalokal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan perbandingan antara

bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerahyang

digunakan dalam kegiatanusaha.

Pasal31

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan

pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam

penyediaanpelayananpublik.
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Pasal32

Kriteria memberikankontribusi dalam peningkatan Produk Domestik

Regional Bruto sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 huruf e

diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya

mengoptimalkanpemanfaatanpotensisumberdayaalam lokal.

Pasal33

(1) Kriteria berwawasanlingkungan dan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal27 huruf f berlaku bagi penanammodal

yang melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam

persetujuan lingkungan.

(2) Kriteria sebagaimanadimaksud padaayat (1)menerapkanprinsip

keseimbangandan keadilandalampemanfaatansumberdayaalam

serta taat padarencanatata ruang wilayah.

Pasal34

Kriteria termasukpembangunaninfrastruktur sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 27 huruf g berlaku bagi penanammodal yang kegiatan

usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan

infrastruktur atau sarana prasaranayangdibutuhkan.

Pasal35

Kriteria melakukanalih teknologisebagaimanadimaksud dalamPasal

26 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan

usahanya memberikan kesempatankepada Pemerintah Daerah dan

masyarakatdalammenerapkanteknologidimaksud.

Pasal36

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimanadimaksud dalam

Pasal 27 huruf i berlaku bagi penanam modal yang membukajenis

usahabaru dengan:

a. keterkaitan kegiatanusahayang luas;

b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang

tinggi;

c. memperkenalkanteknologibaru; dan

d. memiliki nilai strategisdalam mendukung pengembanganproduk

unggulan Daerah.
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Pasal37

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan

inovasi sebagaimanadimaksud dalamPasal27 huruf j berlaku bagi

penanammodalyangkegiatanusahanyabergerakdi bidangpenelitian

dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi

Daerah.

Pasal38

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kedl, dan koperasi

sebagaimanadimaksuddalamPasal27 huruf k berlaku bagipenanam

modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan

pengusahamikro, kedl, menengah,dan koperasi.

Pasal39

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau

peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 27 huruf I berlaku bagi penanam modal yang

menggunakanmesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan

diproduksi di dalamnegeri.

Pasal40

Kriteria termasuk skala prioritas nasional dan/ atau Daerah

sebagaimanadimaksuddalamPasal27 huruf m diberlakukan kepada

penanammodalyangusahanyaberadadan/ atau sesuaidengan:

a. RencanaTataRuangWilayah;

b. RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah;

c. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah;dan

d. KawasanStrategisCepatTumbuh.

BagianKedua

Jenis UsahaTertentuatau kegiatanTertentu PrioritasPemberian
Insentif dan/ atau PemberianKemudahanKegiatanBerusaha

Pasal41

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif

dan/ atau PemberianKemudahanuntukjenis usahatertentu atau

kegiatantertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana

dimaksudpadaayat (1)terdiri atas:

a. usahamikro, kecil, dan/ atau koperasi;

b. usahayangdipersyaratkandengankemitraan;
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c. usahayangdipersyaratkankepemilikanmodalnya;

d. usahayangdipersyaratkandenganlokasi tertentu;

e. usahayangdipersyaratkandenganperizinankhusus;

f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang

memprioritaskankeunggulanDaerah;

g. usahayang telah mendapatkanfasilitas PenanamanModaldan

PemerintahPusat;dan/ atau

h. usaha lainnya sesuaidenganketentuan peraturan perundang-

undangan.

BagianKetiga

Bentuk dan TataCaraPemberianInsentif

Pasal42

PemberianInsentif dapat berbentuk:

a. pengurangan,keringananatau pembebasanPajakDaerah;

b. pengurangan,keringananatau pembebasanRetribusi Daerah;

c. pemberianbantuan Modalkepadausaha kedl, dan/atau koperasi

di Daerah;

d. bantuan untuk riset dan pengembanganuntuk usahamikro, kedl,

dan/atau koperasidi Daerah;

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau

koperasidi Daerah;dan/atau

f. bungapinjaman rendah.

Pasal43

Permohonaninsentif PenanamanModal dilakukan dengan tata cara

sebagaiberikut:

a. permohonan insentif penanamanmodal diajukan oleh pimpinan

perusahaan kepadaGubernur;

b. usulan sebagaimanadimaksudpadahuruf a memuat:

1. lingkup usaha;

2. kinerja manajemen;dan

3. perkembanganusaha;

c. permohonaninsentif PenanamanModal:

1. bagi penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat

permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana

tercantum dalamLampiranII dilampiri dengan:

a) fotokopi Kartu Tanda Pendudukatau bukti identitas diri

yang sahdari Pemohon;

b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan
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alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan

direksi dan manajemenserta fotokopi dokumen legalitas

perusahaan;

c) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan

serta alasan diajukannya permohonan;

d) NomorInduk Berusaha;

2. bagi penanam Modal yang akan melakukan perluasan

usaha, pemohonmengajukan surat permohonan tertulis,

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II dilampiri dengan:

a) fotokopi Kartu TandaPendudukatau bukti identitas diri

yang sah dari pemohon;

b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan

alamat;

berinvestasi dapat

denganketentuan dan

usaha, susunan direksi dan

fotokopi dokumen legalitas

lingkup

serta

mlsl,c) VISI,

manajemen,

perusahaan;

d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan

perhitungan rugi labaperusahaan2 (dua)tahun terakhir;

e) perkembanganusaha yang berisi kapasitas usaha dan

pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua)

tahun terakhir;

f) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha

sekarangdan yangakan diperluas;

g) bentuk insentif PenanamanModalyangdimohonkan;

h) NomorInduk Berusaha;

3. bagi pengusaha yang sudah

mengajukan permohonan insentif

persyaratansebagaiberikut:

a) fotokopi Kartu TandaPendudukatau bukti identitas diri

yang sahdari Pemohon;

b) profil perusahaanyangminimal berisi nama dan alamat

badan usaha Penanaman Modal, visi, misi, lingkup

usaha, susunan direksi dan manajemen,serta fotokopi

dokumenlegalitasperusahaan;

c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan

perhitungan rugi laba perusahaan2 (dua)tahun terakhir;

d) perkembanganusaha yang berisi kapasitas usaha dan

pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua)

tahun terakhir;

e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha
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sekarang;

f) bentuk insentif PenanamanModalyangdimohonkan;

g) NomorInduk Berusaha.

d. setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada

pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannyatelah

diterima.

BagianKeempat

Bentuk dan TataCaraPemberianKemudahan

Pasal44

PemberianKemudahandapat berbentuk:

a. penyediaandata dan informasi peluangPenanamanModal;

b. penyediaansaranadan prasarana;

c. fasilitasi penyediaanlahan atau lokasi;

d. pemberianbantuan teknis;

e. penyederhanaandan percepatan pemberian perizinan melalui

PTSP;

f. kemudahanaksespemasaranhasil produksi;

g. kemudahaninvestasilangsungkonstruksi;

h. kemudahaninvestasidi kawasanstrategisyang ditetapkandalam

peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada

pembangunanDaerah;dan

1. pemberiankenyamanandan keamananberinvestasidi Daerah.

j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahanaksestenagakerja siappakai dan terampil;

1. kemudahanaksespasokanbahanbaku; dan/atau

m. fasilitasi promosi.

Pasal45

Permohonan pemberian kemudahan PenanamanModal dilakukan

dengantata cara sebagaiberikut:

a. permohonan kemudahan penanaman modaldiajukan oleh

pimpinan perusahaankepadaGubernur;

b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:

1. lingkup usaha;

2. kinerja manajemen;dan

3. perkembanganusaha;

c. permohonankemudahanPenanamanModal:
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akan melakukan perluasan

surat permohonan tertulis,

tersebut dalam Lampiran,

yangModal

1. bagi penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat

permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana

tersebut dalamLampiran, dilampiri dengan:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri

yang sahdari pemohon;

b) profil perusahaan yang paling minimal berisi nama dan

alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan

direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas

perusahaan;

c) bentuk kemudahan pernanaman modal yang dimohonkan

sertaalasandiajukannya permohonan;dan

d) NomorInduk Berusaha.

2. bagi penanam Modal yang

usaha, pemohon mengajukan

dengan format sebagaimana

dilampiri dengan:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri

yang sahdari Pemohon;

b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan

alamat;

c) visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen,

serta fotokopi dokumen legalitasperusahaan;

d) neracaperusahaan2 (dua)tahun terakhir dan perhitungan

rugi laba perusahaan 2 (dua)tahun terakhir;

e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas

f) usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu

2 (dua)tahun terakhir;

g) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha

sekarangdan yangakan diperluas;

h) bentuk kemudahan Penanaman

dimohonkan;dan

i) NomorInduk Berusaha.

3. bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapatmengajukan

permohonankemudahanpenanamanmodaldenganketentuan

dan persyaratansebagaiberikut:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri

yang sahdari Pemohon;

b) profil perusahaan yang minimal berisi nama dan alamat

badan usaha PenanamanModal,visi, misi, lingkup usaha,

susunan direksi dan manajemen,serta fotokopi dokumen

legalitasperusahaan;
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c) neracaperusahaan2 (dua)tahun terakhir dan perhitungan

rugi laba perusahaan2 (dua)tahun terakhir;

d) perkembangan usaha yang berisi kapasitasusaha dan

pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua)tahun

terakhir;

e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha

sekarang;

f) bentuk kemudahan Penanaman Modal yang

dimohonkan;dan

g) NomorInduk Berusaha.

d. setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada

pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah

diterima.

BagianKelima

JangkaWaktu Dan FrekuensiPemberianInsentif Danl Atau Pemberian
KemudahanDalamMelakukan Investasi

Pasal46

(1) Pemberian Insentif dan kemudahan ditetapkan

berdasarkannilai dan skala prioritas sebagaiberikut:

a. skor nilai antara 14 (empatbelas)sampai23 (duapuluh tiga)

termasuk prioritas rendah;

b. skor nilai antara 24 (duapuluh empat)sampai33 (tigapuluh

tiga) termasuk prioritas sedang;dan

c. skor nilai antara 34 (tiga puluh empat) sampai 42 (empat

puluh dual termasuk prioritas tinggi.

(2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif berlaku

kententuan:

a. prioritas tinggi diberikan paling banyak 4 (empat)kali dalam

jangka waktu 5 (lima)tahun;

b. prioritas sedangdiberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam

jangka waktu 3 (tiga)tahun; dan

c. prioritas rendah diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam

jangka waktu 2 (dua)tahun.

(3) Jangka waktu dan frekuensi Pemberiankemudahan berlaku

ketentuan:

a. prioritas tinggi diberikan paling banyak 4 (empat)kali dalam

jangka waktu 5 (lima)tahun;

b. prioritas sedangdiberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam

jangka waktu 3 (tiga)tahun; dan

c. prioritas rendahdiberikan paling banyak 2 (dua)kali dalam



jangka waktu 2 (dua)tahun.

(4) Besaran insentif yang diberikan sebagaimanadimaksud pada

ayat (2)dikoordinasikandenganBadanKeuanganDaerah.

Pasa147

Bentuk Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan

berdasarkanskala prioritas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46

ayat (1)sebagaiberikut:

a. untuk prioritas tinggi dapat berupa:

1. penyediaandata dan informasi terkait peluangusaha;

2. pengurusanizin usahayangcepat;

3. pemberianbantuan teknis manajemenusaha; dan

4. fasilitasi lahan/lokasi usahayanglayak.

b. untuk prioritas sedangdapat berupa:

1. penyediaandata dan informasi terkait peluangusaha;

2. pengurusanizin usahayangcepat;dan

3. pemberianbantuan teknis manajemenusaha.

c. untuk prioritas rendahdapat berupa:

1. penyediaandata dan informasi terkait peluangusaha;dan

2. pengurusanizin usahayang cepat.

BagianKeenam

EvaluasiDan PelaporanPemberianInsentif Dan/Atau Pemberian
Kemudahan

Pasa148

(1) Gubemur melakukan evaluasiterhadap efektivitas pelaksanaan

PemberianInsentif dan/atau PemberianKemudahanyang telah

diberikan kepadaMasyarakatdan/ atau Investor.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

minimall (satu)tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan

oleh Dinas dan dapat melibatkan PerangkatDaerahterkait.

Pasa149

(1) Evaluasidapat dilakukan atas dasar :

a. laporan tertulis yang disampaikanolehpenerima;dan

b. kunjungan ke lokasi usahapenerima.

(2) Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagai

dasarpembinaandan pengawasan.
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Pasal50

PemberianInsentif dan/ atau PemberianKemudahandapat ditinjau

kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 atau bertentangan dengan

ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal51

(1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau

kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan

setiap 6 (enam)bulan sekali kepada Gubemur melalui Kepala

DinasdalambahasaIndonesia.

(2) Laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling rendah

memuat:

a. laporanpenggunaaninsentif dan/atau kemudahan;

b. pengelolaanusaha;dan

c. rencanakegiatanusaha.

(3) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan Pemberian

Insentif dan PemberianKemudahanPenanamanModaldi Daerah

kepadaMenteriDalamNegerisecaraberkalasetiap1(satu)tahun

sekali.

(4) Format laporan sebagaimanadimaksud padaayat (1) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari PeraturanGubemur ini.

Pasal52

(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan sebagaimanadimaksud

dalamPasal51 ayat (1)kepadaGubernur.

(2) Koordinasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling rendah 1 (satu)kali dalam 6 (enam)bulan atau sewaktu-

waktu apabiladibutuhkan.

BagianKetujuh

DasarPenilaianPemberianInsentif dan/atau PemberianKemudahan
KegiatanBerusaha

Paragraf1
Tim Verifikasi

Pasal53

(1) DalamPemberianInsentif dan PemberianKemudahan,Gubemur

membentukTim Verifikasi dan PenilaianPemberianInsentif dan
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KemudahanPenanamanModaldenganKeputusanGubernur.

(2) Susunan keanggotaanTim sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Ketua : SekretarisDaerah;

b. Wakil Ketua : AsistenPerekonomiandan Pembangunan;

c. Sekretaris : KepalaDPMPTSP;

d. Anggota

1.KepalaPerangkatDaerahterkait;

2. KepalaBiro yangmembidangiperekonomian;dan

3. Ketua Kamar Dagang dan Industri di Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas, tim verifikasi sebagaimana

dimaksud padaayat (1)dibantu oleh sekretariat tim.

(4) Tim sebagaimanadimaksud padaayat (2)mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan

kelengkapanpersyaratanyangharus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing-masingkriteria

secaraterukur;

c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima

PemberianInsentif dan PemberianKemudahan Penanaman

Modal;

d. menetapkanusulan bentuk dan besaran insentifyang akan

diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada

Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan

penerimakemudahanPenanamanModal;dan

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh

insentif dan/atau kemudahanPenanamanModal.

Paragraf2

Penilaian

Pasa154

(1) Tim sebagaimanadimaksud dalamPasal53 melakukanverifikasi

dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan penanam

modal dengankriteria sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal

26.

(2) Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (1)memberikanjawaban

tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

permohonanditerima.

(3) Jawaban sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat berupa

persetujuanataupun penolakan.
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(4) Penilaianterhadapkriteria sebagaimanadimaksud padaayat (1)

ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yangdipenuhi.

(5) Hasil penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (4)menjadi

dasarpenentuanbentuk, besaran insentif, dan urutan penanam

modalyangakan mendapatinsentif dan kemudahan.

Pasal55

(1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria

sebagaimanadimaksuddalamPasal54 ayat (5)tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

PeraturanGubernur ini.

(2) Format rekomendasi hasil penilaian sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagiantidak terpisahkandari PeraturanGubernur ini.

Pasal56

(1) Dalam hal permohonan disetujui, Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan PenanamanModal ditetapkan dengan

KeputusanGubernur.

(2) Dalam hal permohonan ditolak, PerangkatDaerahterkait

yang ditugaskan memberikanjawaban tertulis dengan disertai

alasanpenolakan.

Pasal57

Penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan berhak

untuk:

a. mendapatkan informasi pelayanan PemberianInsentif dan/atau

kemudahan;

b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai

mekanismeyang telah ditetapkan;

c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian,

pelaksanaan,pengawasandan pembinaan;dan

d. mendapatkaninformasi hasil evaluasiterhadapperkembangan

penerimaan insentif dan/ atau kemudahan.

Pasal58

Penerimainsentif dan/ atau kemudahanberkewajibanuntuk:

a. mematuhi persyaratanyangditetapkan;

b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha

kepadaGubemur melalui Dinas;



c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,mencegah

praktek monopolidan hal yangmerugikanDaerah;

d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

kesejahteraanpekerja;dan

e. menjagakelestarianlingkungan.

Pasal59

(1) Penanam modal yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal58 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secarabertahapsebagaiberikut :

a. peringatanpertama;

b. peringatankedua;dan

c. pembatalan insentif atau penghentian Pemberian

Kemudahan.

(3) Apabilasetelah30 (tigapuluh) hari kerja sejaksanksi peringatan

pertamadiberikan kepadapenanamModalsebagaimana

dimaksudpadaayat (2)huruf a tetap tidak diindahkan,

diberikan peringatankedua.

(4) Apabilasetelah30 (tigapuluh) hari kerja sejaksanksi peringatan

keduadiberikan kepadapenanamModalsebagaimanadimaksud

pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, diberikan sanksi

berupa pembatalan insentif atau penghentian Pemberian

Kemudahan.

(5) Apabila sanksi pembatalan Pemberian Insentif

sebagaimanadimaksud pada ayat (4) telah diberikan, penerima

insentif harus mengembalikanseluruh insentif yangditerima dan

menyetorkan ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelahsanksi pembatalanPemberianInsentif diberikan.

(6) Sanksiadministrasi sebagaimanadimaksudpadaayat (2)huruf a

dan huruf b diberikan olehKepalaDinas.

(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

ditetapkan olehGubernur.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal60

Seluruh penzman yang telah terbit sebelum diundangkannya

PeraturanGubernur ini dinyatakanmasih tetapberlaku sampaihabis

masaberlakunya.
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BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasa161

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian kewenangan

penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian

kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2023 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa162

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

2024
ORONTALO

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal
SEKRETARISDAERA

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2024 NOMOR
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LAMPIRAN I
PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6

TAHUN 2023 TENTANGPENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA

TATACARAPENGELOLAANPENGADUAN

1). INPUTPENANGANANPENGADUAN

./ Menerima laporan Masyarakat secara offline adan atau secara langsung oleh

petugas pengaduan pada Kantor Dinas PM-PTSPProvinsi Gorontalo .

./ Menerima laporan pengaduan pada saat melakukan kegiatan layanan

perizinan dan atau Mobile Servicedi KabupatenjKota

./ Menerima laporan Masyarakat secara online melalui aplikasi SP4NLapor atau

CALL Centre 0811 431 6044, Email: ptsp.provinsigtlC@gmai1.comatau Web:

dpmptsp.gorontaloprov. go.id

./ Pengklasifikasian, jenis dan sifat laporan pengaduan

./ Disposisi surat pengaduan dan atau dokumen laporan pengaduan Masyarakat

2). PROSES

./ Pengklasifikasian, jenis dan sifat laporan pengaduan oleh petugas pengaduan

./ Disposisi surat aduan dan atau dokumen laporan pengaduan

./ Melakukan pemeriksaan dan kajian awal perihal laporan pengaduan

masyarakat oleh Dinas PM-PTSP

./ Rapat pembahasan tindak lanjut pengaduan dengan instansi teknis (terkait)

./ Melakukan pemeriksaanjverifikasi lapangan (locus area)

3). OUTPUT

./ Rapat pembahasan akhir dan rekomendasi tindak lanjut pengaduan

./ Penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan paling lambat 12 (dua belas) hari

kerja

4). MONITORINGjLAPORAN

./ Monitoring dan evaluasi kegiatan

./ Penyusunan laporan pengaduan bulanan dan triwulan

mailto:ptsp.provinsigtlC@gmai1.com
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LAMPIRANII
PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6

TAHUN 2023 TENTANGPENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHA

A. PERMOHONANINSENTIF DAN / ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN

MODAL BAGI PENANAMMODAL BARU

Gorontalo .

Nomor

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Insentif dan/ atau

Kemudahan

yth. Gubemur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Gorontalo
di
Gorontalo

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/ atau
kemudahan penanaman modal dengan data sebagai berikut :
Nama Perusahaan : .
Alamat Perusahaan : .
Tlpn .
Nama Pimpinan .
Alamat Pimpinan .
Tlpn .
Alamat lokasi Perusahaan: .
Tlpn .
Adapun jenis Insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal yang kami
mohonkan adalah sebagai
berikut:
1. Insentif:

- Pengurangan
pajak .
- Penguranagan
retribusi. .
- Pembebasan
retribusi .

2. Kemudahan:
Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
a. informasi rencana tata ruang
b. bantuan teknis pengadaan lahan
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c. percepatanpengadaanlahan
Pemberianadvokasi
a. layanankonsultasi usaha
b. fasilitasi pengaduandan penyelesaianmalpraktik administrasi usaha
Percepatanpemberianperizinan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
lampirkan:
1. fotocopyKTP/Identitas diri yangsah;
2. profil perusahaan,berisi : visi, misi, lingkup usaha,legalitasperusahaan,

susunan direksi dan manajemenperusahaan, dan fotokopi dokumen
legalitasperusahaan:

3. NIB (NomorInduk Berusaha).

Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/ atau kemudahanpenanamanmodalyang

dimohon.
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B. FORMATPERMOHONANINSENTIFDAN/ATAU

KEMUDAHANPENANAMANMODALBAGI PENANAM

MODALYANGAKANMELAKUKANPERLUASANUSAHA

Gorontalo .

Nomor

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Insentif dan/ atau

Kemudahan

Yth. Gubernur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas
PenanamanModal
dan PelayananTerpadu Satu Pintu
Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/
atau kemudahan penanaman modal dengan data sebagai
berikut:
NamaPerusahaan : .
Alamat Perusahaan .
Tlpn .
NamaPimpinan .
Alamat Pimpinan .
Tlpn .
Alamat lokasi Perusahaan: .
Tlpn .
Adapunjenis Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal
yang kami
mohonkan adalah
sebagai beriku t :
1. Insentif:

Penguranganpajak
...........................................................................
Penguranaganretribusi

Pembebasanretribusi

2. Kemudahan:
Penyediaaninformasi lahan atau lokasi:
a. informasi rencana tata ruang
b. bantuan teknis pengadaanlahan
c. percepatan pengadaan lahan
Pemberianadvokasi
a. layanan konsultasi usaha
b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaianmalpraktik administrasi
usaha
Percepatanpemberian perizinan .
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Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
lampirkan:
1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas

perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan
fotokopi dokumen legalitas perusahaan;

3. Laporan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitingan
rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

4. NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal

yang dimohon.

Pj.

UDYSALAHUDDIN



LAMPIRAN III
PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6

TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAANPERIZINAN BERUSAHA

FORMAT LAPORANPENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

PENANAMANMODAL

Nomor

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif

dan/atau Kemudahan

Penanaman Modal

Yth. Gubernur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman

modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORANPENGGUNAANINSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN

MODAL

Nama Badan Usaha
Bin~np-Usah~
.Tumlah Ten~g~ Keria Tetan
Jenis Insentif yang Diperoleh 1.

2.
Nilai Omzet Peniualan Sebelum Omzet penjualan/nilai transaksi usaha
Sesudah Dioeroleh lnsentif

Omzet penjualan/nilai transaksi usaha

Penggunaan Insentif 1. Pembelian Bahan Baku *)

2. Restrukturisasi Mesin

3. Produksi *)

*) beri tanda X pada angka di depannya
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2. PENGELOLAANUSAHA

BIDANGSUMBER
DAYAMANUSIA
Peningkatan J umlah Karyawan yang mengiku ti pelatihan
karvawan melalui
pelatihan tematik J umlah Karyawan yang mengiku ti pelatihan

Peningkatan Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan
karvawan melalui
pelatihan umum Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan

BIDANGPRODUKSI Volume produk yang dipasarkan sebelum

Volume produk yang dipasarkan sesudah

BIDANG Volume produk yang dipasarkan sebelum

PEMASARAN diperoleh insentif
Volume produk yang dipasarkan sesudah

diperoleh insentif

3. RENCANAKEGIATANUSAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah

diperoleh insentif

I
Ta~un 1======V=o=l=u=m=e==p=ro=d=u=k=S=i=========V=o=l=u=m=e==p=e=n=iu=a=l=a=n===

~~~. -----
b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah

memperoleh insentif :
Bidang perdaganan (sebutkan) .
Bidang jasa (sebutkan) .
Bidang pengolahan (sebutkan) .

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
(beri tanda X)

Melalui perbaikan mesin/peralatan
Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

Goron talo .

Pelapor,



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6

TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAI TIM
VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDABAN PENANAMANMODAL DI PROVINSI
GORONTALO

Alamat: Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu
Pintu Provins Gorontalo
JI. Tengah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone

Bolango Telp. (0435) 8591278

REKOMENDASI
NOMOR; .

Berdasarkan Basil Penilaian sebagaimana terlampir dalam
Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Provinsi Gorontalo Tengahmemberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .
Alamat Perusahaan : t1pn .
Nama Pimpinan : .
Alama t Pimpinan : tl pn .
Alamat lokasi Perusahaan : tlpn .

Untuk mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan penanaman
modal yang terdiri dari :
a.
b.

.. .

.. - .
c. . .
Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan

sebanyak '
Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan

sebanyak .

Garontal. .

Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman
Modal Provinsi Gorontalo

Sekretaris Daerah

Nama..
Pangkat/
Gal.. NIP..
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LAMPIRANREKOMENDASI
NOMOR: .

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMANMODAL PROVINSIGORONTALO

Alamat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Gorontalo

Jl.Tengah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Telp.
(0435--) 8591278

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran

TanggalPendaftaran

Jenis Layanan
Modal

: Pemberlan InsentifjPemberian Kemudahan Penanaman

Insentif yang dimohonkan: a. . .
b .
c .

Kemudahan yang dimohonkan : a .
b .
c .

Nama Perusahaan .
Alamat Perusahaan : tlpn .
Nama Pimpinan .
Alamat Pimpinan : tlpn .
Alamat lokasi Perusahaan : tlpn .

I. VARIABEL PENILAIAN

NO. VARIABEL INDIKATOR PARAMETER*)
NILAI*)

1 2 3 4 5

l. Besaran investasi Besarnyainvestasiyang a. Memiliki modal usaha paling 1

akan diinvestasikan banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO

dalam pembukaan (satu
usaha atau perlu miliar rupiah) tidak termasuk
asan usaha tanah dan ban gun an tempat

usaha;
b. Memiliki modal usaha lebih dari 2

Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp
5.000.000.000,00 2 (lima
miliar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat
usaha;dan

c. Memiliki modal usaha lebih dari
3 Rp5.000.000.000,00 3

(lima miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

2. Penyerapan tenaga keIja Penggunaan tenaga keIja a. Ada penyerapan tenaga kerja 1

lokal yang dibutuhkanj tenaga kerja tenaga keIja loka!

dipekeIjakan dalam 0-35 % dibandingkan tenaga

usahanya keIja luar

b. Ada penyerapan tenaga kerja
lokal 35 - 50 % dibandingkan
tenaga keIja 2
luar

KEPALA BIRO
HUKUM
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c. Ada penyerapantenagakerja 2 3

lokal 50 - 100% dibandingkan
tenagakerja
luar

3. Berwawasan Badan Usaha a. PenanamModaltidak memiliki 1

Lingkungan dan PenanamModal dokumenAMDAL
berkelanj utan yangmenerapkan b. PenanamModalmemiliki

prinsip prinsip dokumenAMDALnamun tidak 2
keseimbangandan melakukan daur ulang

keadilan, serta limbahnya (ProduksiBersih)

pemanfaatan c. PenanamModalmemiliki

sumberdaya (alam) dokumenAMDALdan

dan taat pada melakukan daur ulang 3

rencana tata ruang limbahnya(ProduksiBersih)

yang telah
ditetapkan

4. Melakukan Alih Penanam Modal a. Belumada transfer 1

Teknologi yangmemberikan teknologi kepada
kesempatankepada pemerintah daerah
pemerintahdaerah maupun kepada
dan masyarakat masyarakat
dalam b. Transferteknologikepada
meningkatkan pemerintah daerah dan
pengetahuandan masyarakat dilakukan dengan 2
penerapan dukungan danaAPBD

teknologiyang c. Transfer teknologi kepada

digunakan oleh pemerintah daerah dan

penanamanmodal masyarakat dilakukan dengan 3
pembiayaanpenuh
dari penanammodal

5. MerupakanIndustri PenanamModal a. Usahapenanammodal bukan 1

Pioner membuka usaha jenis usaha baru dan tidak
baru yang memiliki memiliki keterkaitan kegiatan
keterkaitan usaha yang luas (keterkaitan
kegiatan usaha kedepandan kebelakang)dan
yang luas, memberi tidak mendukung pengembangan

nilai tambah dan Produk UnggulanDaerah (PUD)

memperhitungkan b. Usahapenanammodal adalah 2
eksternalitasyang jenis usaha baru dan memiliki

terjadi, keterkaitan kegiatan usaha

memperkenalkan yang luas (keterkaitankedepan

teknologibaru, dan kebelakang)tapi tidak

sertamemiliki nilai
mendukung pengembangan

strategisdalam
Produk UnggulanDaerah (PUD)

mendukung
c. Usahapenanammodal adalah 3

pengembangan
jenis usaha baru yangmemiliki
keterkaitan kegiatanusaha

produk unggulan yang luas (keterkaitan kedepan
daerah dan kebelakang)dan

mendukungpengembangan
Produk UnggulanDaerah (PUD)

Melakukan a. Penanammodal belum 1

6. Bermitra dengan kemitraanMikro melakukan kemitraan secara
Usaha Mikro Kecil Kecil dan kecil fungsional

Menengahdan menengahdan b. Penanammodal melakukan 2
Koperasi koperasi. kemitraan dalambidang

(UMKMK) produksi saja
c. Penanammodal melakukan

kemitraan secarafungsional 3
dalam bidang produksi dan
pemasaranhasil

KEPALA BIRO
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7. Kriteriasesuaidengan Penanan1Modalyang a. UsahaPenanamModalsesuai 1

sesuai usahanya denganRTRWnan1untidak
dengan sesuaidanjatau masuk dalan1dokumenRPJPDj

peruntukannya sesuaidengan RPJMD

(skalaprioritas RTRW,RPJPDdan jRenstra OPDTidak berlokasidi

tinggi) RRJMD dan kawasanstrategiscepat

kawasanstrategis tumbuh.

cepattumbuh b. UsahaPenanamModalsesuai 2
denganRTRWmasuk dalan1
dokumen
RPJPDjRPJMDjRenstraOPD
namun tidak berlokasidi
kawasanstrategiscepat
tumbuh

c. UsahaPenanamModalsesuai 3
denganRTRWdanmasuk
dalan1dokumenRPJPDj
RPJMDj Renstra
OPDberlokasidi kawasan
strategiscepattumbuh

8. KontribusiTerhadap Penanan1modal a. Belumadakontribusi dana 1
melaksanakan CSR.

Peningkatan dana penyaluran b. Kontribusi danaCSRkurang 2

PelayananPublik dana dari program dari 2'Yojtahundari
tanggungjawab keuntungan bersihnya
social (Corporate c. Kontribusi danaCSRlebih dari

dari keuntungan 2%jtahun dari keuntungan 3
bersihnyaSocial bersihnya
Responsibility)
(CSR)secararutin

9 PenggunaanSumber Penanamanmodal a. Rasiototal biayabahanbaku 1

dayaLokal menggunakanbahan dari sumberlokal yang
baku lokal lebih besar digunakan terhadaptotal
dibandingkanyang kebutuhan bahanbaku kurang
dian1bildari luar daerah dari 10'Yo
yangdigunakandalam b. Rasiototal biayabahanbaku 2
kegiatanusahanya dari sumberlokal yang

digunakanterhadap total
kebutuhan bahanbaku antara
10%- 30%

c. Rasiototal biayabahanbaku
3

dari sumberlokal yang
digunakan terhadaptotal
kebutuhan bahan
baku lebih dari 30%

10 Menggunakan Kegiatanusahanya a. Penanammodalbelum 1

BarangModal, menggunakan menggunakanbarangmodal,

Mesinatau barangmodal mesinatau peralatanproduksi

Peralatandengan (bahan j dengankandunganlokal

KandunganLokal kandungan lokal). b. Penanammodalmenggunakan

Mesin,atau barangmodal,mesinatau 2

peralatanyang peralatanproduksi dengan

diproduksi didalan1 kandunganlokal kurang dari

negeri 50%
c. Penanammodalmenggunakan

barangmodal,mesin atau 3

peralatanproduksi dengan
kandunganlokal
lebih dari 50%

NILAI SKOR
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II. SKALAPRIORITAS

Skor Nilai :

. Prioritas

III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DANKEMUDAHANPENANAMAN
MODAL.

Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a.

b.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan

sebanyak Jangka waktu insentif

dan/atau kemudahan diberikan selama .

Gorontalo,

Ketua Tim Verifikasi,

Nama ..
Pangkat
/ Gol..
NIP..

Pj.

RUDY SALAHUDDIN
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